
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1549, 2019 KEMENKEU. Rekening Pengeluaran. Milik 

Kementerian/Lembaga. Pengelolaan. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 183 /PMK.05/2019 

TENTANG 

PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN MILIK KEMENTERIAN 

NEGARA/LEMBAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam 

mengelola Rekening Kementerian Negara/Lembaga 

sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah, Menteri Keuangan telah menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 

tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja 

Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;  

b. bahwa agar rekening milik Kementerian Negara/Lembaga 

dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, 

perlu mengatur pengelolaan rekening pengeluaran milik 

Kementerian Negara/Lembaga secara tersendiri; 

c. bahwa untuk mendukung pengelolaan rekening 

pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan 

memodernisasi pelaksanaan anggaran melalui 

pengelolaan rekening pengeluaran berbasis rekening 

virtual yang terkonsolidasi dan optimalisasi saldo 

rekening pengeluaran, perlu mengatur kembali 
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ketentuan mengenai pengelolaan rekening pengeluaran 

milik Kementerian Negara/Lembaga; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian 

Negara/Lembaga; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1736); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 

tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 

pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan 

Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja 

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2149); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1841); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN MILIK 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN 

adalah Menteri Keuangan. 

2. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya 

disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal 

Perbendaharaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan 

oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara. 

3. Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara.  

4. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya 

disebut Direktorat PKN adalah unit eselon II pada 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai 

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara. 

5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 

selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

Jenderal Perbendaharaan. 

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 
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Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 

kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi 

kuasa BUN. 

7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah 

unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan 

kementerian negara/lembaga atau satuan kerja 

perangkat daerah yang mengelola dana dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan atau badan layanan umum. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari 

pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 

anggaran kementerian negara/lembaga/Satker yang 

bersangkutan. 

9. Rekening Pengeluaran Milik Kementerian 

Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Rekening 

Pengeluaran adalah rekening pemerintah dalam bentuk 

giro pemerintah atau rekening virtual pada bank umum 

yang dipergunakan untuk menampung uang bagi 

keperluan belanja negara atau untuk membayar 

pengeluaran negara. 

10. Rekening Induk adalah rekening giro pemerintah yang 

mengkonsolidasikan seluruh rekening virtual yang 

dibuka pada bank umum. 

11. Rekening Satker adalah rekening virtual berupa nomor 

identifikasi rekening pengeluaran Satker dan rekening 

pengeluaran pembantu Satker. 

12. Rekening Pengeluaran Satker adalah rekening 

pemerintah dalam bentuk virtual pada bank umum yang 

dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan 

belanja negara atau untuk membayar pengeluaran 

negara. 

13. Rekening Pengeluaran Pembantu Satker adalah rekening 

pemerintah dalam bentuk virtual pada bank umum yang 

dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan 

belanja negara yang dananya berasal dari Rekening 
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Pengeluaran atau dari kas negara untuk unit Satker yang 

memiliki kegiatan dan berada di luar negeri. 

14. Cash Management System yang selanjutnya disingkat 

CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang 

menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, 

pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun 

fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi 

perbankan secara realtime online. 

15. Kartu Debit adalah kartu pembayaran secara 

elektronik yang diterbitkan oleh bank umum. 

16. Dashboard Rekening yang selanjutnya disebut 

Dashboard adalah panel informasi berbasis laman 

(web) yang menampilkan data rekening yang 

terstandardisasi secara realtime online. 

17. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian 

Negara/Lembaga pada struktur pemerintahan Republik 

Indonesia. 

18. Eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang 

selanjutnya disebut Eselon I adalah unit struktur 

organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang 

memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

induk. 

19. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

20. Treasury Notional Pooling Rekening Pengeluaran yang 

selanjutnya disebut TNP Rekening Pengeluaran adalah 

sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo 

konsolidasi dari seluruh Rekening Pengeluaran yang 

terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum 

berkenaan tanpa harus melakukan perpindahan dana 

antar rekening. 

21. Remunerasi adalah imbal hasil yang dibayarkan Bank 

Umum atas pengelolaan dan optimalisasi saldo Rekening 

Induk. 
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